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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Una

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Unaaha  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  25  tahun,  Agama  Islam,  pekerjaan  Honorer   ,

pendidikan S1, tempat kediaman di  Jl.    ,  , Kabupaten

Konawe, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan

SMA,  tempat  kediaman  di   ,   ,  Kabupaten  Konawe,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat dan  memeriksa  alat-alat  bukti

Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11

Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada

tanggal  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  28/Pdt.G/2021/PA.Una,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  26  Juni

2012 Penggugat  dengan Tergugat  telah melangsungkan Perkawinan dan

kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama   berdasarkan Kutipan Akta

Nikah  Nomor    tanggal  26  Juni  2012  karena  itu  antara  Penggugat  dan

Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa  setelah  menikah,

Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  dirumah  orang  tua  Penggugat  di   ,   ,

Kabupaten Konawe kemudian pada tahun 2013 pindah menetap di rumah
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kediaman  dirumah  orang  tua  Tergugat  di    ,  Kecamatan  Wawotobi,

Kabupaten Konawe.

3. Bahwa  dari  perkawinan

Penggugat dan Tergugat telah dikarunia keturunan 1 (satu) orang anak yang

bernama  anak.

4. Bahwa  awal  pernikahan

keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan  harmonis

namun  saat  ini  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  yang  disebabkan

seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa  permasalahan  dalam

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  bermula  pada  bulan  April  tahun

2014 yang disebabkan : 

    -  Tergugat sering main judi;

    -  Tergugat sering minum - minuman yang beralkohol;

6. Bahwa  permasalahan  tersebut

yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat  yang  kemudian  puncaknya  pada  bulan  Juli  Tahun  2014,  yang

kronologis kejadiaannya adalah Penggugat dan keluarga kerumah Tergugat

untuk  merukunkan  kembali  Penggugat  dan  Tergugat  tapi  Tergugat  dan

keluarga Tergugat sudah tidak mau untuk rujuk.

7. Bahwa  setelah  puncak

pertengkaran  dan  perselisihan  tersebut  menyebabkan  Penggugat  dan

Tergugat saat ini  tidak lagi  tinggal  Bersama, sekarang Penggugat tinggal

dirumah orang tua Penggugat di Jl.    ,  , Kabupaten Konawe dan Tergugat

di Kelurahan Konawe, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe ;

8. Bahwa  meskipun  pernah

dilakukan  upaya  perdamaian  oleh  kedua  orang  tua  akan  tetapi  tidak

membuahkan hasil;

9. Bahwa  Penggugat  sudah  tidak

dapat  lagi  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangga  dan  berkesimpulan

perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahn dalam

rumah tangga dengan Tergugat;
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10. Bahwa  berdasarkan  ketentuan

perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara

maka Pemohon menyatakan  bersedia  memenuhi  biaya yang  ditimbulkan

atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Unaaha  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan  gugatan

Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in

sughra Tergugat ( ) Terhadap Penggugat (Penggugat)

3. Membebankan  biaya  perkara

menurt hukum;

SUBSIDER:

 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah

hadir di persidangan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

a. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  dengan  NIK   ,  atas  nama

Windasari,  tanggal  17  Oktober  2018,  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Konawe.  Bukti  surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor   tanggal 26 Juni 2012, yang

dikeluarkan  oleh  KUA Kecamatan  Unaaha,  Kabupaten  Konawe.  Bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi

1.  Saksi  I,  umur 40 tahun,  Agama Islam, pendidikan S1,  pekerjaan

ASN, bertempat tinggal di  ,  , Kabupaten Konawe, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah saudara kandung Penggugat;

-

Bahwa  saksi  tahu  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada Juni 2012;

-

Bahwa  saksi  tahu  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

membina rumah tangga di  rumah  orang tua  Penggugat  di   ,   ,

Kabupaten Konawe, sampai berpisah;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak;
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-

Bahwa  saksi  tahu  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sejak  awal  pernikahan  rukun  dan  harmonis,  namun

sekarang  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi,  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

-

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan

April  tahun  2014  dengan  sebab  Tergugat  sering  main  judi  dan

Tergugat sering minum - minuman yang beralkohol;

-

Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  tergugat  bermain  judi  tetapi

sering melihat tergugat mabuk-mabukan;

-

Bahwa  saksi  tahu  sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah rumah sejak bulan Juli  tahun 2014 dan kini  perpisahan

tersebut telah berlangsung sekitar 6 tahun lamanya;

-

Bahwa saksi  tahu,  sejak berpisah Tergugat  tidak  pernah datang

menemui Penggugat;

-

Bahwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil;

2.  Saksi II, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal  di  Kabupaten Konawe, di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah saudara kandung Penggugat;

-

Bahwa  saksi  tahu  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada Juni 2012;
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-

Bahwa  saksi  tahu  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

membina rumah tangga di  rumah  orang tua  Penggugat  di   ,   ,

Kabupaten Konawe, sampai berpisah;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)

orang anak;

-

Bahwa  saksi  tahu  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sejak  awal  pernikahan  rukun  dan  harmonis,  namun

sekarang  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi,  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

-

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan

April  tahun  2014  dengan  sebab  Tergugat  sering  main  judi  dan

Tergugat sering minum - minuman yang beralkohol;

-

Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  tergugat  bermain  judi  dan

mabuk-mabukan  akan  tetapi  hanya  mendapat  cerita  dari

Penggugat;

-

Bahwa  saksi  tahu  sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah rumah sejak bulan Juli  tahun 2014 dan kini  perpisahan

tersebut telah berlangsung sekitar 6 tahun lamanya;

-

Bahwa saksi  tahu,  sejak berpisah Tergugat  tidak  pernah datang

menemui Penggugat;

-

Bahwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat  menyatakan tidak akan mengajukan

alat bukti apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  Penggugat  dalam  surat

gugatannya  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  telah

melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi

absolut  Pengadilan  Agama  untuk  memeriksa  dan  menyelesaikannya  (vide

Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang

Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan,  Penggugat

berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha, maka perkara ini

secara relatif  juga merupakan kompetensi  Pengadilan Agama Unaaha untuk

memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan,  Penggugat  telah  datang  menghadap  ke  persidangan  sedangkan

Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke

persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah

dan  ketidakhadirannya  tanpa  alasan  yang  sah,  maka  Tergugat  harus

dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan

Penggugat  diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadirnya  Tergugat  (verstek),  hal

tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

yang berbunyi:
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Artinya: “ Apabila (Tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi

atau enggan,  maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-

bukti, serta memutus gugatan tersebut “.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,  terakhir

dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2017, jo pasal 31

ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada  persidangan  dengan  jalan

memberikan  nasihat  kepada  Penggugat  agar  bersabar  dan  tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat  akan  tetapi

tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana

yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  tidak  dapat  dilaksanakan  karena

Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai

kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah,

dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  dalil  gugatan  Penggugat  untuk

melakukan  perceraian karena  sejak  bulan  April  tahun  2014  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  yang

disebabkan Tergugat sering main judi dan Tergugat sering minum - minuman

yang  beralkohol,  yang  puncaknya  pada  bulan  Juli  tahun  2014,  Penggugat

pergi  dari  rumah  kediaman  bersama  dan  pulang  ke  rumah  orang  tuanya

sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah  tempat tinggal selama

kurang lebih 6 tahun lamanya;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  jawaban

Tergugat tidak dapat didengar di  persidangan karena Tergugat tidak pernah

hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh

suatu  halangan  yang  sah,  maka  secara  yuridis  formal  dalil  atau  alasan
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gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau

Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Surat  Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

beralasan;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  dalil-dalil  Penggugat  dalam  surat

gugatannya  bahwa rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah  dan

tidak bisa disatukan lagi (broken marriage), maka berdasarkan ketentuan Surat

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf  a angka  1, Majelis

Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian

itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status

hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan

menyangkut  pertanggungjawaban  dunia  akhirat.  Oleh  karena  itu  perceraian

hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan

indikator  yang  secara  nyata  telah  terbukti,  sehingga  Majelis  Hakim

membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang

merupakan akta  otentik  dan telah  bermeterai  cukup serta  cocok dengan

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat,

sehingga bukti  tersebut  telah memenuhi  syarat  formal  dan materiil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang,  bahwa  bukti  P2  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta  otentik  dan telah  bermeterai  cukup serta  cocok dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  perkawinan  Penggugat

dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2012 dihadapan

Pegawai  Pencatat  Nikah   ,  Kabupaten  Konawe,  sehingga  bukti  tersebut

telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang

saksi,  namun demikian keterangan saksi  kedua yang menerangkan telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang

disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat sering minum

minuman  beralkohol,  hanya  didasarkan  dari  cerita  Penggugat,  oleh

karenanya  keterangan  tersebut  tidak  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti

karena bersifat  testimonium de auditu sebagaimana ketentuan Pasal  308

RB.g  dan  Pasal  1907  KUH  Perdata.  Selain  itu  dalam  keterangan  saksi

pertama  Penggugat  menyatakan  bahwa  sering  melihat  Tergugat  mabuk-

mabukan  dan  mendengar  suara  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat, namun keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab

hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga  unus

testis nullus testis, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan

Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama

kurang lebih 6 tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi serta antara

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pernah  dirukunkan  namun  tidak

berhasil,  sehingga  tidak  ada  lagi  harapan  hidup  rukun  membina  rumah

tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang menyatakan

perpisahan Penggugat  dan Tergugat  selama kurang lebih  6  tahun tanpa

saling  mempedulikan  lagi  merupakan  fakta  peristiwa,  oleh  karenanya

meskipun keterangan saksi kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran

bersifat testimonium de auditu dan keterangan saksi pertama bersifat unus

testis nullus testis, namun berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan

Tergugat selama kurang lebih 6 tahun tanpa saling mempedulikan lagi, telah

cukup  memberikan  gambaran  tentang  adanya  percekcokan  antara

Penggugat dan Tergugat. 
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Menimbang,  bahwa  dari  bukti-bukti  yang  telah  dipertimbangkan

tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim

telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

- Bahwa  benar  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal selama kurang lebih 6 tahun hingga sekarang dan sudah tidak

saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat

dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  diatas,  maka

majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat

dan Tergugat  benar-benar  telah  pecah  (marriage  breakdown)  dan  sendi-

sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu

rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang

tergambar  dari  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran,  apalagi  Pengugat

dan Tergugat  telah berpisah tempat tinggal  selama kurang lebih 6 tahun

secara  berturut-turut,  hal  mana  peristiwa  perpisahan  antara  suami  isteri

bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis

sebagaimana Yurisprudensi  Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “suami istri yang

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun

kembali maka telah terbukti retak dan pecah”

Menimbang,  bahwa  di  dalam  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

suami  istri  dengan tujuan membentuk  keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang,  bahwa  dengan  menghubungkan  kondisi  rumah  tangga

Penggugat  dan Tergugat  dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh

pasal  tersebut  di  atas,  sulit  untuk  diwujudkan  lagi  dalam  rumah  tangga
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Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat

dan  Tergugat  dengan  cara  memutus  tali  perkawinan  melalui  perceraian

merupakan  alternatif  terbaik  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi

keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari

segi psikis maupun sosial;

Menimbang,  bahwa  pertimbangan  hukum  tersebut  di  atas,  telah

sejalan pula dengan norma hukum islam yang kemudian dijadikan sebagai

pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:  

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri’e wa Falsafatuh : 

الحك     رع الشا تعـود        ـان لمصلحة كان اذا ال وكرهه الطـلق احـل يم

معا       عليهما او المراءة اوعلى الرجل على

Artinya : “Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan

tetapi  mencelanya,  kecuali  perceraian  yang  mengandung

kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya” ;

2. Kitab Ghoyatul Marom:

اشـت  القـا       ـواذا عليه طـلـق لزوجـها الزوجـة رغـبـة عدم د

طـلـقـة   ضى

Artinya: “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka

hakim  diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak

satu”;

3. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II : 248 : 

ذا             إ يق التفر ضي القا من تطلب أن يجوز للزوجة ن أ

العشرة        دوام معه يستطاع ل إضرارا إضرارالزوجها ادعت

طلقها          بينهما صلح ال عن ضي وعجزالقا لهما أمثا بين

بائنة  طلقة

Artinya:  “Bahwa  sesungguhnya  boleh  bagi  seorang  isteri  minta  kepada

Hakim  untuk  diceraikan  dari  suaminya  dengan  dasar  tuntutan

bahwa  apabila  telah  ternyata  di  dalam  perkawinan  terdapat

kemadlaratan,  dimana suami  isteri  tersebut  sudah tidak mampu

lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan
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Hakim  sudah  tidak  dapat  mendamaikan  suami  isteri  tersebut,

maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada

mendatangkan  kebahagiaan  (maslahat)  baik  bagi  Penggugat  maupun

Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna

menghindari  penderitaan  (mafsadat),  merupakan  pilihan  yang  dapat

dibenarkan, hal ini sejalan dengan kaidah: 

لح        المصا جلب على مقدم سد المفا دراء

Artinya:  “Menolak  kemafsadatan  harus  didahulukan  daripada

mengharapkan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian

dapat  terjadi  karena alasan antara  suami  dan istri  terus  menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah tangga”. 

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya

menasihati  Penggugat  agar  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah

tangganya  bersama  dengan  Tergugat,  namun  Penggugat  tetap  bertekad

untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun

dalam rumah tangga,  dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai

dengan  Tergugat  telah  memenuhi  maksud  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f  Kompilasi  Hukum

Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

berhubungan  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba’da  dukhul)  dan

berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti  (P.2) antara Penggugat

dan  Tergugat  belum  pernah  bercerai,  oleh  karena  itu  talak  Tergugat  pada

Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119
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ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah

talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  perceraian  yang  dijatuhkan  oleh  Pengadilan

Agama Unaaha adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud

Pasal  119  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  bekas  istri  (Penggugat)

meskipun  dalam masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya

(Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini. 

MENGADILI

1. M

enyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. M

engabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. M

enjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. M

embebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  14  Jumadil  Akhir  1442  Hijriah  oleh  kami,  A.  Muh.  Yusri

Patawari. S.HI., M.H.,  sebagai Ketua Majelis,  Dr. Massadi, S.Ag., M.H.,  dan
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Ahmad  Zubair  Hasyim,S.H.I., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

oleh Cherman Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

A. Muh. Yusri Patawari. S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Dr. Massadi, S.Ag., M.H. Ahmad Zubair Hasyim,S.H.I.

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran Rp.   30.000,-
2. Biaya Proses Rp.   50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 260.000,-
4. Materai Rp.     9.000,-
5. Redaksi Rp.     10.000,-
Jumlah Rp. 359.000,-

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
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